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BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR ¢;4 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 170 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pemeriksaan Pajak Daerah;

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4999);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajakdengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penjualan Barang Sitaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung
Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4051);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong

Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomo 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG TATA CARA

PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1.
.8

e
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11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Tabalong.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD
Teknis adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang mempunyai
tugas dan fungsi di bidang pemungutan pajak daerah.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan,
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Nomor Pokok WP Daerah, yang selanjutnya disebut NPWPD, adalah nomor
yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dan usaha
WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dearah.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Pemeriksaan Pajak Daerah adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara
objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat
kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal WP,
atau tempat lain yang ditentukan Kepala SKPD Teknis.

Pemeriksaan Sederhana adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan
menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang
sederhana.

Pemeriksaan Lengkap adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan
menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan
pada umumnya.

Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor SKPD
Teknis.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

4-

Pemeriksa Pajak adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Daerah a.tau tenaga ahli yang ditunjuk, diberi tugas, wewenang, dan
tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan.

Tanda Pengf:nal Pemeriksa Pajak adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh
SKPD Teknis yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum
pada kartu tanda pengenal tersebut sebagai Pemeriksa Pajak.

Pemeriksa Tunggal adalah Pemeriksa Pajak yang hanya terdiri dari 1 (satu)
orang.

Tim Pemeriksa Pajak adalah Pemeriksa Pajak yang terdiri dari 2 (dua) orang
atau lebih Pemeriksa Pajak.

Surat Perintah Pemeriksa adalah surat perintah untuk melakukan
pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak.

Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang bentuknya elektronik,
yang dihasilkan oleh computer dan/atau pengolah data elektronik lainnya
dan disimpan dalam disket, compact disk, tape backup, hard disk, atau media
penyimpanan elektronik lainnya.

Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka
pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak
dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut digunakan sebagai
tempat atau alat untuk menyimpan buku, catatan, dokumen termasuk data
yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain, yang dapat memberi
petunjuk tentang kegiatan usaha WP yang diperiksa.

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan adalah surat yang berisi tentang
hasil pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar
koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok pajak, dan pemberian hak
kepada WP untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference) adalah
pembahasan antara WP dan Pemeriksa Pajak atas temuan pemeriksaan yang
hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi
baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui.

Tim Pembahasan adalah tim yang dibentuk oleh Kepala SKPD Teknis dalam
rangka membahas hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara WP dan
Pemeriksaan Pajak dalam Pembahasan Akhir hasil Pemeriksaan.

Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat
oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, data,
keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan
dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan
dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan
Jjelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

Metode Pemeriksaan adalah teknik dan prosedur pemeriksaan yang
dilakukan terhadap buku, catatan dan dokumen serta data informasi, dan
keterangan lain yang terdiri atas metode langsung dan metode tidak
langsung.
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28. Teknik Pemeriksaan adalah cara-cara pengumpulan bukti, pengujian,
dan/atau pembuktian yang dikembangkan oleh Pemeriksa untuk meyakini
kebenaran pos-pos yang diperiksa.

29. Pemeriksaan Ulang adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap WP yang

telah diterbitkan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan sebelumnya
untuk jenis pajak dan masa/tahun pajak.

30. Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah pertanyaan
dan penilaian oleh WP yang terkait dan pelaksanaan pemeriksaan.

31. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk
mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak
pidana di bidang perpajakan.

BAB I
TUJUAN PEMERIKSAAN

Pasal 2

(1) Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan:
a. untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan
b. untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

(2) Tujuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi
kepentingan penyidikan.

BAB III
RUANG LINGKUP, JENIS, KRITERIA, DAN JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah meliputi
penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan
pemeriksaan untuk satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak dan untuk satu atau

beberapa masa pajak, bagian tahun pajak.

Bagian Kedua
Jenis Pemeriksaan

Pasal 4

Pemeriksaan dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) jenis pemeriksaan yaitu:
a. pemeriksaan kantor; dan
b. pemeriksaan lapangan.
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Bagian Ketiga
Kriteria Pemeriksaan

Pasal 5

Kriteria pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan WP, dapat dilakukan dalam hal WP:

a. menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar;

b. menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi; atau

c. tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pernberitahuan tetapi
melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Kriteria pemeriksaan untuk tujuan lain dapat dilakukan dalam hal:

pemberian NPWPD secara jabatan;

penghapusan NPWPD; ,

pemeriksaan dalam rangka pengujian batas minimal omzet;

pemeriksaan dalam rangka menindaklanjuti adanya pengaduan tentang

pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;

WP mengajukan keberatan,;

pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak; atau

g. untuk tujuan lainnya dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan
daerah.

ol T iy o

o

(3) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

harus dilakukan dalam hal WP mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak.

Paragraf 1
Pemeriksaan lengkap

Pasal 6

Pemeriksaan Lengkap dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

a.

dilaksanakan untuk hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan atau
karena  diperintahkan oleh  peraturan perundang-undangan, yang
diprioritaskan pada pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran; dan

hasil analisa dan evaluasi terhadap ketidakpatuhan WP, seperti:

1. berdasarkan hasil analisa dan evaluasi kewajiban pelaporan pajak, untuk
pajak dihitung sendiri (self assessment);

2. hasil analisa dan pengembangan atas informasi, data, laporan, dan/atau
pengaduan; atau

3. berdasarkan pertimbangan lain Kepala SKPD Teknis.
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Paragraf 2
Pemeriksaan Sederhana

Pasal 7

Pemeriksaan Sederhana dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut :

g

5@ e o

(2)

(3)

(1)

pemberian NPWPD secara jabatan;
penghapusan NPWPD;
pengukuhan atau pencabutan WP secara jabatan;

WP mengajukan keberatan, atas penetapan pajak secara jabatan dan/atau

pajak ditetapkan oleh Bupati (office assessment);
pencocokan data dan/atau alat keterangan;

pemeriksaan dalam rangka penagihan;

pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan; dan

. memenuhi permintaan SKPD terkait sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Jangka Waktu

Paragraf |
Pemeriksaan Kantor

Pasal 8

Pemeriksaan Kantor untuk Pemeriksaan Lengkap dilaksanakan dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama
6 (enam) bulan.

Pemeriksaan Kantor untuk Pemeriksaan Sederhana dilaksanakan paling lama
7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 14 (empat belas)
hari kerja.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung

sejak tanggal WP atau wakil atau kuasa atau pegawai dari WP datang
memenuhi surat panggilan sampai dengan tanggal Laporan hasil

Pemeriksaan.
Paragraf 2
Pemeriksaan Lapangan
Pasal 9
Pemeriksaan Lapangan untuk Pemeriksaan Lengkap dilaksanakan paling

lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjangan menjadi paling lama 8
(delapan) bulan.

Pemeriksaan Lapangan untuk Pemeriksaan Sederhana paling lama 2 (dua)
bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) bulan.
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Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung
sejak tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada WP

atau wakil atau kuasa atau pegawai dari WP, sampai dengan tanggal Laporan
Hasil Pemeriksaan.

Pasal 10

Apabila dalam pemeriksaan lapangan untuk menguji kepatuhan ditemukan
indikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian
yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan
dapat di perpanjang menjadi paling lama 5 (lima) kali sesuai dengan
kebutuhan waktu untuk melakukan pengujian.

Dalam hal pemeriksaan dilakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terkait dengan pengembalian kelebihan pembayaran, harus
memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak.

Dalam hal pemeriksaan dilakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terkait dengan penghapusan NPWPD harus memperhatikan
jangka waktu penyelesaian permohonan penghapusan NPWPED.

Paragraf 3
Perpanjangan Pemeriksaan
Pasal 11
Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10, Pemeriksa harus menyampaikan pemberitahuan
secara tertulis kepada WP.

Apabila perpanjangan waktu Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) atau Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) berakhir, pemeriksaan harus diselesaikan.

BAB IV
STANDAR PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pemeriksaan harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan.

(2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. standar umum;
b. standar pelaksanaan pemeriksaan;
c. standar pelaporan hasil pemeriksaan.



9.

Bagian Kedua
Standar Umum

Pasal 13

Standar umum pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
huruf a merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan
persyaratan Pemeriksaan Pajak dan mutu pekerjaannya.

Pasal 14

Apabila diperlukan, pemeriksaan dapat dibantu oleh tenaga ahli dari luar SKPD
Teknis yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan ditunjuk
oleh Kepala SKPD Teknis.

(1)

(2)

Pasal 15

Kegiatan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja
Pemeriksaan.

Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh
Pemeriksa Pajak, dan berfungsi sebagai:

a.

b.

€.

bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan
pemeriksaan;

bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan WP
mengenai temuan pemeriksaan;

c. dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan;
d.

sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding
yang diajukan oleh WP;
referensi untuk pemeriksaan berikutnya.

Kertas Kerja Pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai:

Ao op

prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan;

data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;

pengujian yang telah dilakukan; dan

kesimpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan
pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Standar Pelaksanaan Pemeriksaan

Pasal 16

Standar pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
huruf b terdiri dari:

a. standar pelaksanaan pemeriksaan lengkap;

b. standar pelaksanaan pemeriksaan sederhana.

Paragraf 1
Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Lengkap
(Untuk Menguji Kepatuhan)
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Pasal 17

S.tandar pelaksanaan Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a
dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan yaitu:

a.

b.

didahului dengan persiapan yang baik,sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan
mendapat pengawasan yang seksama;

luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh dan
dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan,
konfirmasi, dan pengujian lainnya yang dianggap perlu;

temuan pemeriksaan harus berdasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
pemeriksaan dilakukan oleh suatu Tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari
seorang supervisor (pengarah), seorang ketua tim dan seorang atau lebih
anggota tim, dengan ketentuan berjumlah ganiil;

Tim Pemeriksa Pajak dimaksud dapat dibantu oleh seorang atau lebih tenaga
yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan Pemeriksa Pajak, baik
yang berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah maupun yang berasal dari
instansi di luar lingkungan Pemerintah Daerah yang telah ditunjuk oleh
Kepala SKPD Teknis sebagai tenaga ahli seperti penterjemah bahasa, ahli di
bidang teknologi informasi, ahli hukum, akuntan, satuan pengamanan, dan
ahli lainnya yang dipandang perlu;

apabila diperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama
dengan Tim Pemeriksa dari instansi lain;

pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor SKPD Teknis, tempat kegiatan
usaha WP, tempat tinggal WP, atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh
Pemeriksa Pajak;

pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat
dilanjutkan di luar jam kerja;

pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja
Pemeriksaan;

Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan Surat
Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.

Paragraf 2
Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana
(Untuk Tujuan Lain)

Pasal 18

Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 huruf b dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan, yaitu:

a.

b.
&

didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan
mendapat pengawasan yang seksama;

luas pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria dilakukannya pemeriksaan;
pemeriksaan dilakukan oleh suatu Tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari
seorang supervisor (pengarah), seorang ketua tim dan seorang atau lebih
anggota tim, dengan ketentuan berjumlah ganjil;

pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor SKPD Teknis, tempat kegiatan
usaha WP, tempat tinggal WP, atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh
pemeriksa Pajak;

pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat
dilanjutkan di luar jam kerja;

pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja
Pemeriksaan;
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g Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat
keputusan atau sebagai bahan masukan untuk pembuatan keputusan.

Bagian Keempat
Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 19

Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(2) huruf c terdiri atas:

a. standar Pelaporan hasil Pemeriksaan Lengkap;
b. standar Pelaporan hasil Pemeriksaan Sederhana.

Paragraf 1
Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan Lengkap (untuk Menguji Kepatuhan)

Pasal 20

(1) Laporan Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan Lengkap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 huruf a (untuk menguji kepatuhan) disusun secara
ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai
dengan tujuan Pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksaan yang
didukung dengan temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya
penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan
memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mengenai:
penugasan pemeriksaan;

identitas WP;

pembukuan atau pencatatan WP,
pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
data/informasi yang tersedia;
buku dan dokumen yang dipinjam;
materi yang diperiksa;

uraian hasil pemeriksaan,;

ikhtisar hasil Pemeriksaan;
penghitungan pajak terutang; dan
kesimpulan dan saran Pemeriksa.

PO TR M0 a0 o

Paragraf 2
Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan Sederhana
(Untuk Tujuan Lain)

Pasal 21

(1) Laporan Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan Sederhana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 huruf b (untuk tujuan lain) disusun secara ringkas
dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan
tujuan Pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksaan dan memuat pula
pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mengenai:
a. penugasan pemeriksaan;
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indentitas WP;

dasar (tujuan) pemeriksaan;

buku dan dokumen yang dipinjam;
materi yang diperiksa;

uraian hasil pemeriksaan;
kesimpulan dan usul Pemeriksa.

w0 o

BABV
METODE DAN TEKNIK PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Metode Pemeriksaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

Untuk memperoleh temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang
cukup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
dilaksanakan dengan menggunakan metode:

a. metode langsung;

b. metode tidak langsung; dan

¢. metode langsung dan metode tidak langsung.

Paragraf 2
Metode Langsung

Pasal 23

Metode Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan
dengan menguji kebenaran pos-pos Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah
(SPTPD) termasuk lampiran dan dokumen pendukungnya, secara langsung
terhadap buku, catatan, dan dokumen terkait.

Paragraf 3
Metode Tidak Langsung

Pasal 24

(1) Metode Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b
dilakukan dengan menguji kebenaran pos-pos SPTPD termasuk lampiran dan
dokumen pendukungnya, secara tidak langsung melalui pendekatan
penghitungan tertentu.

(2) Metode Tidak Langsung digunakan dalam hal metode langsung tidak dapat
diterapkan dan juga digunakan untuk mendukung penggunaan Metode
Langsung atau untuk melakukan indentifikasi masalah.

(3) Metode Tidak Langsung terdiri atas pendekatan;
a. transaksi tunai;
b. sumber dana dan penggunaan;
c. penghitungan rasio;
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d. satuan dan/atau volume; dan
e. penghitungan biaya operasional.

Bagian Kedua
Teknik Pemeriksaan

Pasal 25

Teknik pemeriksaan meliputi:

TOBECRTEERSOQ0 O

pemanfaatan informasi internal dan/atau eksternal:
pengujian keabsahan dokumen;
evaluasi;
analisis angka-angka;
penelusuran angka-angka;
penelusuran bukti;
pengujian keterkaitan;
ekualisasi atau rekonsiliasi;
permintaan keterangan atau bukti;
konfirmasi;
inspeksi;
pengujian kebenaran fisik;
. pegujian kebenaran penghitungan matematis;
wawancara;
uji petik (sampling); dan
audit computer.

b

BAB VI
KEWAJIBAN, WEWENANG DAN HAK

Bagian Kesatu
Kewajiban Pemeriksa Pajak

Paragraf 1
Kewajiban Pemeriksa Pajak dalam Pemeriksaan Lapangan

Pasal 26

(1) Kewajiban Pemeriksa Pajak dalam Pemeriksaan Lapangan ketika
melaksanakan Pemeriksaan Lengkap adalah:

a.

b.

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukannys
pemeriksaan kepada WP;

memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah
pemeriksaan kepada WP pada waktu melakukan pemeriksaan;

melakukan pertemuan dengan WP dalam rangka memberikan penjelasan
mengenai:

1. alasan dan tujuan pemeriksaan kepada WP;

2. hak dan kewajiban WP selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan;
memperlihatkan Surat Tugas kepada WP apabila susunan Tim Pemeriksa
Pajak mengalami perubahan;

menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada WP;
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f. memberikan hak hadir kepada WP dalam rangka pembahasan akhir hasil

g.

pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;

melakukan pembinaan kepada WP dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun
selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan;

mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari
WP paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Laporan Hasil
Pemeriksaan;

merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka
pemeriksaan.

(2) Kewajiban Pemeriksa Pajak dalam Pemeriksaan Lapangan ketika
melaksanakan Pemeriksaan Sederhana adalah:

a.

b.

memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan Pemeriksaan
kepada WP,

memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan/atau Surat
Perintah Pemeriksaan kepada WP pada waktu pemeriksaan;

menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada WP yang akan
diperiksa;

memperlihatkan Surat Tugas kepada WP apabila susunan Tim
Pemeriksaan Pajak mengalami perubahan;

membuat Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai dasar penyusunan Laporan
Hasil Pemeriksaan;

menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada WP:

. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar

pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari
WP paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Laporan Hasil
Pemeriksaan; dan

merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka
Pemeriksaan.

Paragraf 2
Kewajiban Pemeriksa Pajak dalam Pemeriksaan Kantor

Pasal 27

(1) Kewajiban Pemeriksa Pajak dalam Pemeriksaan Kantor ketika melaksanakan
Pemeriksaan Lengkap adalah:
a.
b.

C.

menyampaikan surat panggilan tentang dilakukannya Pemeriksaan;
menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada WP;

memperlihatkan Surat Tugas kepada WP apabila susunan Tim Pemeriksa
Pajak mengalami perubahan;

menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada WP;
memberikan hak hadir kepada WP dalam rangka pembahasan akhir hasil
pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
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melakukan pembinaan kepada WP dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun
selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan;

mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari
WP paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Laporan Hasil
Pemeriksaan; dan

merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka
pemeriksaan.

Kewajiban Pemeriksa Pajak dalam Pemeriksaan Kantor ketika melaksanakan
Pemeriksaan Sederhana (untuk tujuan lain) adalah:

a.
b.

menyampaikan surat panggilan tentang dilakukannya Pemeriksaan;
memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan Pemeriksaan
kepada WP;

- memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan kepada WP pada waktu

pemeriksaan;

. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada WP yang akan

diperiksa;

memperlihatkan Surat Tugas kepada WP apabila susunan Tim Pemeriksa
Pajak mengalami perubahan;

membuat Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai dasar penyusunan Laporan
Hasil Pemeriksaan;

mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari
WP paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Laporan Hasil
Pemeriksaan;

merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan kepadannya oleh WP dalam rangka
Pemeriksaan.

Bagian Kedua
Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 28

Kewajiban WP dalam Pemeriksaan Lapangan ketika melaksanakan
Pemeriksaan Lengkap adalah:

a.

memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang
berhubungan dengan kegiatan usaha atau objek pajak;

memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data
yang dikelola secara elektronik;

memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau
ruang, barang bergerak yang diduga digunakan untuk menyimpan buku
atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,
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dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk
tentang kegiatan usaha, serta meminjamkannya kepada pemeriksa;

d. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

€. menyampaikan tanggapan tertulis atas surat pemberitahuan hasil
pemeriksaan; dan

f. Memberi keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan;

Kewajiban WP dalam Pemeriksaan Lapangan ketika melaksanakan

Pemeriksaan Sederhana adalah;

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang
berhubungan dengan pemeriksaan;

b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data
yang dikelola secara elektronik;

c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau
ruang penyimpanan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang yang
berkaitan dengan pemeriksaan, serta meminjamkannya kepada pemeriksa;
dan

d. memberi keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Bagian Ketiga
Wewenang Pemeriksa Pajak

Paragraf 1
Wewenang Pemeriksa Pajak dalam Pemeriksaan Lapangan

Pasal 29

Wewenang Pemeriksa Pajak dalam pemeriksaan lapangan ketika melaksanakan
Pemeriksaan Lengkap yaitu:

a.

melihat dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi
dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan
dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha , atau objek yang
terutang pajak;
mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau
tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan
buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi
petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, atau objek
pajak yang terutang;

meminta kepada WP untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan,

antara lain berupa;

1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya WP apabila dalam
mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan
dan/atau keahlian khusus;

2. memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang
bergerak dan/atau tidak bergerak;
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3. menyediakan ruang khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan
dalam hal diperlukan;

melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak

dan/atau tidak bergerak;

meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari WP;

meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak lain yang

mempunyai hubungan dengan WP yang diperiksa melalui Kepala unit

pelaksana Pemeriksaan.

Pasal 30

Wewenang Pemeriksa Pajak dalam pemeriksaan lapangan ketika melaksanakan
Pemeriksaan Sederhana yaitu:

a.

melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, atau objek yang terutang pajak;
meminjam dan memeriksa buku atau catatan dan dokumen lain, yang
berhubungan dengan tujuan pemeriksaan;

mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan /atau
tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan
buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang berkaitan dengan
tujuan pemeriksaan;

meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari WP; dan

meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang
mempunyai hubungan dengan WP yang diperiksa melalui kepala unit
pelaksana pemeriksaan.

Paragraf 2
Wewenang Pemeriksa Pajak dalam Pemeriksaan Kantor

Pasal 31

Wewenang Pemeriksa Pajak dalam Pemeriksaan Kantor untuk Pemeriksaan
Lengkap, yaitu:

a.

b.

o o

memanggil WP untuk datang ke Kantor SKPD Teknis dengan menggunakan
surat panggilan;

melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data dikelola secara
elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan
usaha, atau objek yang terutang pajak;

meminta kepada WP untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari WP;

meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik melalui
WP; dan

meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak lain yang
mempunyai hubungan dengan WP yang diperiksa.
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Pasal 32

Wewenang Pemeriksa Pajak dalam Pemeriksaan Kantor untuk Pemeriksaan
Sederhana yaitu:

a.

melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola
secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh,
kegiatan usaha, atau objek yang terutang pajak;

meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari WP;

meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak lain yang
mempunyai hubungan dengan WP yang diperiksa.

Bagian Keempat
Hak

Paragraf 1
Hak Wajib Pajak

Pasal 33

WP dalam pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan untuk Pemeriksaan Lengkap
berhak:

a.

b.

meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal
Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;

meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara
tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;

meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang
alasan dan tujuan Pemeriksaan;

meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas apabila
susunan Tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;

menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;

menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang
telah ditentukan;

mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas,
dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara WP dengan Pemeriksa Pajak
dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;

memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh
Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 34

WP dalam pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan untuk Pemeriksaan Sederhana
berhak:

a.

b.

C.

meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal
Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;

meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara
tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;

meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang
alasan dan tujuan Pemeriksaan;









-

Bagian Kedua
Pemberitahuan Pemeriksaan dan Panggilan

Pasal 41

a rdjdk memberitahukan kepada WP mengenai akan
ya Pemeriksaan Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan

Pemeriksaan 1.
ARZRR. YR Jpeh Asumipriliear setdra langsung kepada WP pada

saat dimulain
e Pemenksaan Lapangan.

Pasal 42

’ ’ : : Panggilan. WP,
ilalnalrnanednd¥ remieriksadn Kantor dengan menggunakan Surat Panggilan D
alam Rangka Pemeriksaan, dengan ketentuan sebagai berikut: . dbisamp'
an_paling lambat 3 _(tigajaLarl, kesjassetelahgtanggainSuratsPerintah
an, yang dilampiri dengan daftar buku, catatan, atau dokumen yang
jamkan dalam rangka pemeriksaan;
. b. dalam hal WP memenuhi panggilan:

- 1. tetapi tidak sepenuhnya rnemmjamkan buku, catatan dan dokumen 3
" tidak membe o _
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b. Laporan harian kasir atau penerimaan setoran;

-~ [ o P - ISR,




f. dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk

hal WP menyatakan bahwa seluruh buku, catatan,
sudah diserahkan, Pemeriksa membuat Berita Acara
emirijaman Buku, Catatan, dan/atau Dokumen.

Bagian Ketiga
an Dokumen pada Pemeriksaan Kantor

dikelola secara

Peminjaman, dalam
dan/atau dokumen
Ransenthonrsdiardn

Peminj
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6. apabila Pemeriksa tidak dapat melakukan pengujian dalam rangka
menghitung besarnya pajak, Pemeriksa harus menguraikan alasan dan
audiitl~ Rerlas* Refja Pemeriksaan untuk selanjutnya
mengusulkan Penetapan Pajak secara Jabatan atau mengusulkan
Pemeriksaan Bukti Permulaan;
arus rendfiaatangani SUrat Pernyataan bahwa fotokopi dan/atau data
dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa adalah
i dengan aslinva:

+ vessssaou s uinuyaisau, Uaiaul Ul Wi menyatakan bahwa seluruh bukuy,

catatan, dan/atau dokumen sudah diserahkan, Pemeriksa membuat Berita
Acara Pemenuhan Seluruh Peminiamec.Reslea <otz tafr/atad Jokumen.

BAB X
PENOLAKAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
-Pennlakan_Remeriksaar Naler fRamridsiear Capangan

(1) WP harus menandatangani surat pernyataan Penolakan Pemeriksaan apabila

WY dids ERIETIUN REwe s SEuagdl verikut:
a. memperlihatkan dan meminjamkan pembukuan atau pencatatan,
dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubun
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C. apabﬂa pada saat Pemenksaan Lapanoan dilanjutkan setelah dilakukan
11 D. d
sud pada huraf a, Wp tetap tldak ada di pruufigaan sebagaimana dim
apat mewakilkan kepada pegawai WP untuk tempat, WP yang bersangkutan
8
& i’ oee mewakilLWPR evina. wechantiz i

RYal AN pemeriksaan; . ,
Gl d. dalam hal pegawai WP yang dir
inta mewakili WP sebagalmana dimaksud pada
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Pemeriksa wajib membuat Berita Acara Pembukaan Kertas Segel, dengan
ketentuan:
a. dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan 2 (dua) orang saksi,
b. apabila saksi menolak menandatangani Berita Acara Pembukaan Kertas
Segel, Pemeriksa mencatat penolakan tersebut dalam Berita Acara
Pembukaan Kertas Segel dengan menyebutkan alasannya,;
c. Berita Acara Pembukaan Kertas Segel dibuat paling sedikit 2 (dua)
rangkap, lembar kedua diserahkan kepada WP yang diperiksa atau
kuasanya atau pegawai WP.

Bagian Ketiga
Tindak lanjut Penyegelan

Pasal 53

Apabila setelah jangka waktu 6 (enamj hari sejak tanggal penyegelan:

a.

WP yang diperiksa atau kuasanya tetap tidak memberikan izin kepada

Pemeriksa untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan,;

1. WP menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan; dan

2. apabila WP atau kuasanya menolak menandatangani Surat Pernyataan
Penolakan, Pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang
Ditandatangani Oleh Pemeriksa Pajak.

WP atau kuasanya tidak berada di tempat dan pegawai WP menolak

memberikan izin kepada pemeriksa untuk membuka dan memasuki tempat

atau ruangan yang disegel, pegawai WP:

1. menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran
Pemeriksaan;

2. apabila pegawai WP menolak menandatangani Surat Pernyataan Menolak
Membantu Kelancaran Pemeriksaan, Pemeriksa membuat Berita Acara
Penolakan Membantu Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa.

. berdasarkan Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan atau Surat pernyataan

Penolakan membantu Kelancaran Pemeriksaan, Pemeriksa membuka kertas
segel dan terhadap WP dapat dilakukan penetapan pajak secara jabatan atau
diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

BAB XII
PERMINTAAN KETERANGAN DAN/ATAU PEN.JELASAN.

Bagian Kesatu
Permintaan Keterangan dan/atau Penjelasan Terhadap Wajib Pajak

Pasal 54

(1) Untuk memperoleh keterangan dan/atau penjelasan yang lebih rinci,

Pemeriksa dapat memanggil WP dengan menggunakan Surat Panggilan Untuk
Memberikan Keterangan.
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Keterangan dan/atau Penjelasan WP yang diberikan kepada Pemeriksa Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara
Pemberian Keterangan WP.

Bagian Kedua
Permintaan Keterangan dan/atau Penjelasan Terhadap Pihak Lain

Pasal 55

Pemeriksa dapat meminta keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan
Pemeriksaan yang sedang dilakukan terhadap WP kepada pihak lain (bank,
akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi dan/atau
pihak ketiga lainnya) secara tertulis.

Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf a terikat oleh
kewajiban untuk merahasiakan, kewajiban untuk merahasiakan tersebut
ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Permintaan Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
dengan menggunakan Surat Permintaan Keterangan atau Bukti;

Pihak lain harus memberikan keterangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari
sejak diterimanya Surat Permintaan Keterangan atau Bukti, apabila dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pihak
lain, Pemeriksa Pajak segera menyampaikan Surat Peringatan I (kesatu);

Apabila setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Peringatan I (Kesatu)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima permintaan tidak dipenuhi oleh
pihak lain, Pemeriksa menyampaikan Surat Peringatan II (Kedua);

Apabila Surat Peringatan II (Kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak juga dipenuhi oleh pihak lain setelah 7 (tujuh) hari kerja surat
peringatan diterima, Pemeriksa membuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya
Permintaan Keterangan atau Bukti dari pihak lain.

BAB XIII
PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN DAN
PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

Pasal 57

Hasil pemeriksaan diberitahukan secara tertulis kepada WP dengan
menggunakan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang dilampiri

dengan Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan, dengan cara:
a. disampaikan langsung oleh Pemeriksa, dengan bukti penerimaan;
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b. melalui kurir, dengan bukti penerimaan surat; dan

c. dalam hal keadaan tertentu penyampaian secara langsung tidak
memungkinkan dan atau tidak efisien, dapat dikirimkan melalui faksimili,
melalui pos atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

Pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada WP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Pasal 58

WP dapat memberikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil

Pemeriksaan paling lama:

a. 3 (tiga) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima
oleh WP untuk Pemeriksaan Kantor; dan

b. 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima
oleh WP untuk Pemeriksaan Lapangan.

Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Pernyataan
Persetujuan Hasil Pemeriksaan atau Surat Sanggahan.

Pasal 59

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dibuat dengan
mekanisme sebagai berikut:

a.

apabila WP hadir dalam pembahasan akhir, Pemeriksa Pajak membuat Risalah
Pembahasan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan WP kemudian
membuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan WP dengan dilampiri ikhtisar Hasil
Pembahasan Akhir; dan

apabila WP tidak hadir dalam pembahasan akhir, Pemeriksa membuat dan
menandatangani Berita Acara ketidakhadiran WP Dalam Rangka Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan, Risalah Pembahasan, dan Ikhtisar Hasil Pembahasan
Akhir.

Pasal 60

Surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dibuat dalam hal
WP tidak menyetujui sebagian atau keseluruhan hasil pemeriksaan.

(1)
(2)

Bagian Kedua
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Pasal 61

WP berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Jangka Waktu Pembahasan Akhir Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor harus
diselesaikan paling lama 3 (tiga) minggu.
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Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan
Lapangan harus diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 62

Dalam hal WP menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan yang berisi
tentang persetujuan atas seluruh hasil Pemeriksaan dan hadir dalam
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menggunakan
tanggapan tersebut sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan
Berita Acara Pembahasan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan, yang
ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan WP.

Dalam hal WP menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi
tentang persetujuan atas seluruh hasil Pemeriksaan namun tidak hadir
dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menggunakan
surat tanggapan tersebut sebagai dasar untuk membuat Risalah Pembahasan
dan Berita Acara Ketidakhadiran WP dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.

Pasal 63

Dalam hal WP menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi
tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan dan
hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak
menggunakan surat tanggapan tersebut sebagai dasar untuk melakukan
pembahasan akhir dengan WP dan hasil pembahasannya dituangkan dalam,
Risalah Pembahasan dan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan WP.

Dalam hal WP menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang
berisi tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan
namun tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa
Pajak menggunakan surat tanggapan tersebut sebagai dasar untuk membuat
Risalah Pembahasan dan Berita Acara Ketidakhadiran WP dalam
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Pemeriksa
Pajak.

Pasal 64

Dalam hal terdapat pendapat antara WP dengan Pemeriksa Pajak dalam
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, WP dapat mengajukan permintaan
agar perbedaan tersebut dibahas lebih dahulu oleh Tim Pembahas.

Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis
paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Hasil pembahasan oleh Tim Pembahas dituangkan dalam risalah Tim
Pembahas yang merupakan bagian dari Kertas Kerja Pemeriksaan.
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Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara WP dengan Pemeriksa Pajak
dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, tapi WP tidak mengajukan
permintaan pembahasan oleh Tim Pembahas, maka Risalah Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan tersebut digunakan oleh Pemeriksa untuk membuat
Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Pasal 65

Dalam hal WP tidak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan dan
tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak
membuat berita acara ketidakhadiran WP dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.

Dalam hal WP hadir Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Pemeriksa
Pajak telah membuat dan menandatangani berita acara ketidakhadiran WP
dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan dianggap telah dilaksanakan.

Dalam hal WP menolak menandatangani berita acara Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan
tersebut dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Pasal 66

Risalah Pembahasan dan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak
dihitung sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali:

a. dalam hal WP tidak hadir dalam pembasahan akhir tetapi menyampaikan
tanggapan tertulis, pajak yang terutang dihitung berdasarkan ‘hasil
Pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada WP dengan memperlihatkan
tanggapan tertulis dari WP; atau

b. dalam hal WP tidak hadir dalam pembahasan akhir dan tidak
menyampaikan tanggapan tertulis, pajak yang terutang dihitung
berdasarkan hasil Pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada WP.

BAB XIV
PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGEMBALIAN DOKUMEN

Pasal 67

Laporan Hasil Pemeriksaan disusun berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan
yang telah ditelaah oleh supervisor.

Kertas Kerja Pemeriksaan menginformasikan setiap prosedur Pemeriksaan
yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang
dikumpulkan serta simpulan yang diambil sehubungan dengan fakta dan
data yang ditemukan dalam pemeriksaan.
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Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan oleh tim Pemeriksaan sebagai dasar
untuk membuat Nota Penghitungan.

Pasal 68

Buku, catatan, dokumen yang dipinjam harus dikembalikan kepada WP dengan
menggunakan Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan dan Dokumen
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal laporan Hasil Pemeriksaan.

()

(3)

(1)

BAB XV
PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 69

Hasil Pemeriksaan atau Surat Ketetapan Pajak Hasil Pemeriksaan atau Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagai hasil pemeriksaan dapat
dibatalkan secara jabatan atau atas permohonan WP dalam hal:

a. pemeriksa tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;

atau
b. pemeriksa tidak memberitahukan WP tentang Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan.

Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
proses Pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur
penyampaian Surat pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan.

Dalam hal pembatalan dilakukan karena Pemeriksaan dilaksanakan tanpa
penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, berdasarkan surat
keputusan pembatalan hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak melanjutkan
Pemeriksaan dengan memberitahukan hasil Pemeriksaan kepada WP dan
melakukan pembahasan akhir sesuai semestinya.

BAB XVI
PENGUNGKAPAN WAJIB PAJAK DALAM LAPORAN TERSENDIRI
SELAMA PEMERIKSAAN

Pasal 70

WP dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan
tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya.

Laporan tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis

dan ditandatangani oleh WP dan dilampiri dengan:

a. Surat Pernyataan kebenaran laporan ditandatangani diatas kertas
bermaterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan;

b. penghitungan pajak yang kurang bayar sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya,

c. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar;
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(4) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3

dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal:

a. pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan dan tidak dilanjutkan dengan
penyidikan;

b. dilanjutkan ke penyidikan tetap tidak dihentikan atau dilakukan
penuntutan;

c. diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap yang menyatakan WP bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Pasal 73

Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3)

dan ayat (4) pemeriksaannya dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

apabila:

a. pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dilanjutkan dengan penyidikan;

b. penyidikan dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan dalam hal tidak
terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
di bidang perpajakan, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah
kadaluwarsa, atau tersangka meninggal dunia;

c. diterima putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
yang menyatakan WP bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Pasal 74

Dalam hal pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat
(1), jangka waktu pemeriksaan diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan.

BAB XVIII
TELAAHAN SEJAWAT

Pasal 75

(1) Dalam rangka pengawasan, peningkatan kualitas hasil pemeriksaan serta
dalam rangka pengujian pelaksanaan standar pemeriksaan, apabila dipandang
perlu, Kepala SKPD dapat melakukan reviu konsep Laporan Hasil
Pemeriksaan atau telaahan sejawat.

(2) Reviu dan telaahan sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sebelum dilaksanakan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

(3) Tujuan reviu dilakukan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa
Tim Pemeriksaan dalam mengungkapkan ketidakbenaran laporan WP.

(4) Tyjuan telaahan sejawat dilakukan untuk mendapatkan bahwa pelaksanaan
pemeriksaan telah usai dengan standar pemeriksaan dan menilai apakah
tertib administrasi pemeriksaan telah dilaksanakan.
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(5) Reviu dan telaahan dilakukan oleh Kepala SKPD melalui Unit Kerja terkait,

atau oleh SKPD yang membidangi pemeriksaan internal, atau instansi lain
berdasarkan permintaan Kepala SKPD.

BAB XIX
PERLUASAN PEMERIKSAAN

Pasal 76

Pemeriksa dapat mengusulkan Perluasan Pemeriksaan dalam hal terdapat data
dan/atau informasi yang ditemukan pada saat pemeriksaan.

BAB XX
PEMBATALAN PEMERIKSAAN DAN PENGHENTIAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Pembatalan Pemeriksaan

Pasal 77

Pembatalan pemeriksaan dapat meliputi pembatalan penugasan atau pembatalan
hasil pemeriksaan.
Pasal 78

(1) Pembatalan penugasan pemeriksaan dilakukan dengan alasan terdapat
kesalahan administrasi yang bersifat manusiawi seperti kesalahan tahun
pajak atau nama WP yang akan diperiksa atau kesalahan kriteria/alasan
pemeriksaan.

(2) Pembatalan penugasan dilakukan sepanjang Surat Ketetapan Pajak Hasil
Pemeriksaan belum diterbitkan.

(3) Pembatalan penugasan dilakukan dengan menerbitkan Surat Kepala SKPD
Teknis tentang Pembatalan Penugasan Pemeriksaan.

Pasal 79

(1) Pembatalan hasil pemeriksaan dilakukan dengan alasan pemeriksaan
dilaksanakan tanpa ada Surat pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau
Pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa pemberian hak hadir kepada WP
untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

(2) Pembatalan hasil pemeriksaan dilakukan dengan ketentuan sabagai berikut:
a. Pembatalan dilakukan sebelum surat ketetapan pajak diterbitkan;
b. Pembatalan hasil pemeriksaan dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah berdasarkan usul dari Unit Kerja Pelaksana Pemeriksa
c. Pembatalan dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Kepala SKPD
Teknis;
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Pembatalan dilakukan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan dan atau Nota
Penghitungan.

(3) Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Hasil Pemeriksaan dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a.
b.
c.

Pembatalan dilakukan setelah ketetapan pajak diterbitkan;

Pembatalan ketetapan dilakukan oleh Kepala SKPD Teknis;

Pembatalan dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Kepala SKPD
Teknis;

Pembatalan dilakukan terhadap laporan Hasil Pemeriksaan, Nota
Penghitungan, dan atau Surat Ketetapan Pajak.

Pasal 80

Hasil Pemeriksaan atau Surat Ketetapan Hasil Pemeriksaan yang dibatalkan dapat
dilanjutkan dengan melakukan proses penyampaian surat pemberitahuan hasil
pemeriksaan dan/atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

(1)

3)

(1)

Bagian Kedua
Penghentian Pemeriksaan

Pasal 81

Penghentian Pemeriksaan dilakukan apabila WP yang diperiksa atau wakil
WP tidak ditemukan berdasarkan Berita Acara dari Lurah atau Rukun
Tetangga atau Rukun Warga setempat.

Tim Pemeriksa membuat laporan Hasil Pemeriksaan Sumir.

Tim Pemeriksa mengirimkan tembusan Laporan Pemeriksaan Sumir kepada
Kepala Unit Kerja terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

BAB XXI
PEMERIKSAAN ULANG

Pasal 82

Pemeriksaan ulang dapat dilakukan dalam hal:

a.

b.

apabila terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap;

atau
berdasarkan pertimbangan teknis Kepala SKPD.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal & DeSow hor 20/

A}iUPATI TABALONG, L

/VH. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal G DeSewmlher 200k

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

W

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR é‘t



